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SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
NOMOR: W6-U9/|10 ISKIKPN/PS.03/1/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat pencari
keadailan yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
undang Nomor 49 Tahun 2009, maka pengadilan harus dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dan membentuk Pos
Bantuan Hukum di Pengadilan.

b. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor
1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
masyarakat tidak mampu, maka perlu dibentuk Pos bantuan Hukum
pada Pengadilan Negeri Pagar Alam.

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang
Pedoman pemberian bantuan hukum;

2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  No.

1/DJU/OT.01.03/1/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010
tentang Pedoman Bantuan Hukum lampiran A Perkara Perdata, Pos
Bantuan Hukum dan Zitting Plaats;

3. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di
pengadilan.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TENTANG
PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM.

Mencabut Surat Keputusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor: W6-

U9/ 1723 /SK/KPN/PS.03/11/2021 tentang Pembentukan Pos Bantuan

Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Menetapkan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pada

Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Tugas dan fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan

Negeri Pagar Alam adalah berupa :

a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;

b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;

c. Penyediaan ninformasi daftar organisasi Bantuan Hukum Sebagimana
dimaksud dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat

memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagiman mestinya.

Ditetapkan di : PAGARALAM
Pada Tanggal 3.4 ARI 2022 A‘

KETUA



